





A. Latar Belakang 
Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak bagi semua 
warga Negara, oleh karena itu, negara, pemerintah,  serta seluruh pemangku 
kepentingan berkewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Hal ini 
dimaksudkan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan 
penunjang hidup bagi masyarakat dan mahluk hidup lainnya. 
Gerakan-gerakan lingkungan hidup yang memberikan perhatian besar 
terhadap masalah-masalah lingkungan hidup tidak terlepas dari perkembangan 
hukum lingkungan, hal ini disebabkan karena lingkungan hidup telah menjadi 
permasalahan krusial yang perlu ditanggulangi secara bersama demi proses 
kelangsungan kehidupan mahluk hidup.
1
   
Sumber daya alam harus dijamin kelestariannya antara lain dengan 
tetap mempertahankan lingkungan laut. Pada kondisi yang menghubungkan 
bagi hakikat laut, juga sistem pengelolaan dalam mengupayakan sumber daya 
alam yang ada. Tumbuhnya kesadaran yang diciptakan mengordinasikan laut 
ataupun dalam memenuhi kebutuhan dari laut, merupakan langkah untuk 
mewujudkan pelestarian lingkungan laut.
2
 
                                                          
1
 J.G.Strake, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta,1999, hlm. 3. 
2




Laut merupakan tempat bermuaranya aliran sungai-sungai yang 
membawa berbagai macam bahan pencemar yang berasal dari daratan. Laut 
juga merupakan tempat pembuangan langsung oleh kegiatan manusia atau 
industri dengan cara yang murah. Oleh karena itu, di laut akan mudah 
dijumpai berbagai jenis bahan pencemar yang berasal dari limbah domestik, 
limbah industri, dan limbah pertanian termasuk limbah tambak.
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Pencemaran atas laut (Marine Pollution) merupakan salah satu 
masalah yang mengancam bumi saat ini, Pencemaran atas laut terus 
dibicarakan dalam konteks perbaikan lingkungan hidup internasional. 
Perlindungan laut terhadap pencemaran adalah merupakan upaya melestarikan 
warisan alam. Melestarikan warisan alam adalah memberikan prioritas pada 
nilai selain ekonomis, nilai keindahan alam, nilai penghormatan akan apa yang 
ada yang tidak diciptakan sendiri, dan lebih dari itu, nilai dari kehidupan itu 
sendiri, sebuah fenomena yang bahkan sekarang ini dengan kemampuan akal 
budi manusia tidak mampu dijelaskan.
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Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14) menyebutkan bahwa :
5
  
“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkanya 
makhluk hidup,zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam 
lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku 
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. 
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Secara historis pencemaran laut, memberikan pengaruh yang sangat 
merugikan bagi manusia dan lingkungannya, baik yang berkaitan dengan 
masalah kesehatan maupun yang berkaitan dengan masalah estetika. Bahan 
berbahaya yang ada di dalam limbah tersebut bisa saja terbawa oleh aliran 
sungai, danau, pantai, atau laut yang mengakibatkan pencemaran pada laut. 
Kondisi ini akan menyebabkan terganggunya kelangsungan hidup biota yang 
ada di sekitarnya, seperti sumberdaya perikanan dan ekosistem pesisir dan laut 
(mangrove, padang lamun dan terumbu karang) dan pada akhirnya akan 
berdampak lebih luas terhadap penurunan pendapatan masyarakat pesisir yang 




Oleh karena itu, untuk melestarikan fungsi pesisir dan laut perlu 
dilakukan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air laut secara 
holistik dan bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang 
dan mendatang serta keseimbangan ekologis. 
Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan 
sebagai upaya pelestarian lingkungan, yaitu: 
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
3. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 
                                                          
6




4. Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin 
Lingkungan; 
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 
2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; 
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 
2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan yang Wajib 
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Baku Mutu Air Limbah. 
Saat ini yang masih menjadi keprihatinan kita, adalah adanya kegiatan-
kegiatan pembangunan di kawasan daratan dan lautan, masih banyak yang 
memberikan dampak negatif pada lingkungan yang akhirnya berakibat pada 
menurunnya kualitas lingkungan pesisir dan laut maupun kelestarian sumber 
daya alam, yaitu berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan serta 
pemanfaatan yang berlebih atas sumber daya pesisir dan laut. Sehubungan 
dengan hal tersebut, maka upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan 
lingkungan yang mungkin timbul harus menjadi bagian dari kebijakan dan 
langkah aksi pengelolaan lingkungan pada setiap sektor kegiatan 
pembangunan. Disamping permasalahan tersebut di atas, juga terdapat 




pesisir saat ini masih banyak dilakukan secara sektoral dan tidak ada 
keterpaduan antara pengelolaan daratan dan lautan.  
Padahal sumber pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir berasal 
dari kegiatan yang ada di daratan dan di lautan. Menurut Undang-Undang 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta 
Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil, pengelolaan di wilayah pesisir ini harus dilakukan secara 
terpadu. 
Namun, sepertinya peraturan perundangan seperti tersebut belum dapat 
mencegah kerusakan ekosistem laut secara tuntas. Tanpa adanya kesadaran 
seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah, permasalahan tersebut 
mustahil teratasi. 
Masalah pencemaran lingkungan laut di pesisir pantai Rembang lebih 
banyak disebabkan oleh industri pengolahan ikan skala besar, maupun kecil 
yang tersebar di beberapa desa di sepanjang pantai Rembang yaitu di desa 
Banyudono (Kecamatan Kaliori), desa Purworejo (Kecamatan kaliori), desa 
Sendangmulyo (Kecamatan Sluke), desa Sumbersari (Kecamatan Sluke), desa 
Tasikagung (Kecamatan Rembang), dan desa Soditan (Lasem). Jenis industri 
pengolahan ikan yang berkembang di wilayah pantai Rembang ini antara lain 
industri pengolahan ikan, industri minyak ikan, industri pemindangan ikan, 
industri tepung ikan dan industri pengolahan ikan lainnya telah tumbuh subur 




Sampai dengan tahun 2017, di wilayah pantai Rembang ini telah 
tercatat sekitar 12 industri pengolahan ikan skala besar, 40 industri pengolahan 
ikan skala kecil seperti tampak pada tabel berikut ini. 
Tabel 1 : Daftar Industri Besar dan Kecil serta Jenis Usahanya 
Jenis Industri 
Jumlah dan kapasitas Produksi 
Jumlah (Unit) Produksi (Ton/hari) 
Industri Besar 
Tepung Ikan 6 350-525 
Pengolahan Ikan 11 105-145 
Cold Storage 4 110-130 
Pemurnian minyak ikan 2 9,85 
Lain-lain  120 
Industri Kecil 
Pemindangan 30 70-90 
Pengasinan 40 5.45 
Petis, Terasi 12 0,35-0,50 
Sumber: Kantor Disperindag Kabupaten Rembang, 2018. 
Pengelolaan limbah industri di perairan Rembang belum dilakukan 
secara maksimal. Black water limbah domestik dikelola dalam septik tank, 
grey water dibuang langsung ke saluran umum yang menuju ke laut, 
sedangkan sebagian limbah dari proses produksi hanya dilakukan 
pengendapan sederhana dan sebagian lagi belum dikelola sama sekali 
(langsung dibuang ke saluran umum yang menuju ke laut). Beberapa 
perusahaan pernah mencoba membangun instalasi pengolahan limbah, namun 
tidak ada yang dapat berfungsi dengan baik sehingga unit pengolahan ini tidak 
difungsikan lagi. 
Tumbuhnya industri pengolahan ikan di wilayah pantai Rembang tidak 
dipersiapkan secara khusus, sehingga keberadaannya menyebar tidak teratur di 




(Kecamatan kaliori), desa Sendangmulyo (Kecamatan Sluke), desa Sumbersari 
(Kecamatan Sluke), desa Tasikagung (Kecamatan Rembang), dan desa 
Soditan (Lasem). Dengan tidak teraturnya lokasi industri ini tentunya akan 
menyulitkan pengelolaan limbah yang ada secara bersama sehingga sampai 
saat ini belum ada sistem pengolahan limbah dalam skala kawasan. Dalam 
menjalankan proses produksinya industri pengolahan ikan seperti tersebut 
menggunakan air untuk proses pencucian bahan baku, pembersihan isi perut 
ikan, dan pemasakan. Limbah yang dihasilkan belum melalui pengolahan 
limbah yang baik, pembuangan melalui parit-parit yang langsung menuju ke 
perairan laut sehingga menimbulkan perubahan terhadap kondisi lingkungan 
di sekitarnya seperti adanya pencemaran terhadap lingkungan. Dampak yang 
paling besar terlihat di lingkungan perairan laut, seperti dampak terhadap 
kualitas air laut, dampak terhadap kehidupan biota laut, dampak terhadap 
estetika lingkungan, dampak terhadap kesehatan, dan dampak terhadap 
ekonomi masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan.  
Dari hasil survei dan analisa kualitas air sungai dan air laut di pantai 
Rembang telah menunjukkan bukti bahwa kualitasnya telah di bawah standar 
kualitas air permukaan. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada pembuangan 
limbah yang jumlahnya di atas daya tampung lingkungan penerima, sehingga 
mengakibatkan menurunnya kualitas air laut.  
Dengan banyaknya zat pencemar yang ada di dalam air limbah 
berdampak terhadap kehidupan biota laut dan mengurangi perkembangannya. 




air dapat juga disebabkan oleh adanya zat beracun. Selain kematian ikan-ikan, 
dampak lainnya adalah kerusakan pada tanaman/tumbuhan air. Dari 
pengamatan selama survai di sepanjang aliran sungai yang menuju ke laut, 
saat ini sudah jarang sekali ditemukan adanya ikan atau biota lainnya di sungai 
tersebut. 
Semakin banyaknya jumlah limbah yang masuk ke lingkungan tanpa 
pengolahan menyebabkan semakin beratnya beban lingkungan untuk 
menampung dan melakukan degradasi (self purification) terhadap limbah 
tersebut. Jika kemampuan lingkungan penerima limbah sudah terlampaui, 
maka akan mengakibatkan pencemaran dan terjadi akumulasi materi di 
lingkungan bersangkutan. Penumpukan materi yang tak terkendali akan 
menimbulkan berbagai dampak seperti bau menyengat, pemandangan yang 
kotor dan menimbulkan masalah estetika lain yang tidak diharapkan seperti 
kondisi jalan yang kotor, saluran drainase pembuangan limbah yang tampak 
kotor, penuh dengan belatung dan tumpukkan limbah padat yang diletakkan di 
pinggir saluran sehingga menyebabkan bau busuk yang sangat menyengat dan 
pemandangan yang kotor.  
Pengaruh langsung terhadap kesehatan, banyak disebabkan oleh 
kualitas air bersih yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 
mengingat sifat air yang mudah sekali terkontaminasi oleh berbagai mikro 
organisme dan mudah sekali melarutkan berbagai materi. Dengan kondisi sifat 
yang demikian air mudah sekali berfungsi sebagai media penyalur ataupun 




dirasakan oleh masyarakat sekitar yang mata pencahariannya mencari ikan, 
akibat adanya pencemaran laut tentunya akan berpengaruh terhadap hasil 
tangkapan ikan.  
Berdasarkan hal tersebut, tentunya diperlukan penegakan hukum 
lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar setiap pelanggaran terhadap kerusakan 
lingkungan akan dikenakan sanksi hukum. 
Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan 
aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, 
yang meliputi tiga bidang hukum, yakni hukum administratif, hukum perdata, 
dan hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan adalah upaya 
untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan 
hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan 




Penegak hukum lingkungan (polisi, jaksa, hakim, PPNS, Penasihat 
Hukum) dapat melakukan penegakan hukum lingkungan secara preventif, 
represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang 
bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap 
kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang 
menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan 
hukum telah dilanggar.  
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Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, 
pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan 
(pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin), dalam hal tersebut, penegak 
hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah daerah yang berwenang 
mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 
Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal 
perbuatan yang melanggar  peraturan. penindakan secara pidana umumnya 
selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan 
akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara 




Sanksi administratif terutama memiliki fungsi instrumental (een 
instrumentele functie), yakni penanggulangan dan pengendalian perbuatan 
terlarang. Sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan 
kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa 
jenis penegakan hukum administratif adalah (a) 
penyerasian peraturan/harmonisering; (b) tindakan paksa/bestuursdwang; (c) 
uang paksa/publiekrechtelijke dwangsom; (d) penutupan tempat usaha/sluiting 
van een inrichting; (e) penghentian kegiatan mesin 
perusahan/buitengebruiksteling van een toestel; (f) pencabutan ijin melalui 
proses teguran, paksaan kepolisian, penutupan, dan uang paksa. 
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Dalam UUPPLH tahun 2009, upaya pengawasan terhadap pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 71 hingga Pasal 74. 
Dalam upaya pengawasan diberlakukan mekanisme pengawasan dua jalur, 
yakni Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung 
jawab usaha/dan atau kegiatan yang ijin lingkungannya diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah terjadi pelanggaran serius yang berakibat meresahkan 
masyarakat di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. 
Berdasarkan Pasal 76 dan Pasal 81 UUPPLH tahun 2009 mengatur 
tentang sanksi administratif terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melanggar 
ijin lingkungan. Dalam hal ini, sanksi dijatuhkan oleh Menteri, Gubernur, atau 
Bupati/Walikota kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Sanksi 
yang diberikan adalah (a) teguran tertulis, (b) paksaan pemerintah, (c) 
pembekuan ijin lingkungan, (d) pencabutan ijin lingkungan, (e) denda 
administratif. Terhadap sanksi administratif huruf b hingga e dilaksanakan 
oleh pejabat tata usaha Negara tanpa melalui proses peradilan. Namun, 
keputusan TUN tersebut dapat digugat melalui mekanisme gugatan tata usaha 
negara jika dirasa merugikan. 
Penggunaan sarana keperdataan dalam menyelesaikan sengketa yang 
berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Menurut Paulus Effendie 
Lotulong dalam Niniek Suparni
9
 pada hakikatnya memperluas upaya 
penegakan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, hal tersebut 
disebabkan : 
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1. Melalui hukum perdata dapat dipaksakan ketaan pada norma 
hukum lingkungan, baik yang bersifat privat ataupun publik. 
Misalnya, wewenang hakim perdata untuk menjatuhkan putusan 
yang berisi perintah atau larangan terhadap seseorang yang 
telah bertindak secara bertentangan dengan syarat-syarat yang 
ditentukan dalam suatu surat ijin (verguning) yang berkaitan 
dengan masalah lingkungan hidup. 
2. Hukum perdata dapat memberikan penentuan norma (norma 
stelling) dalam masalah lingkungan hidup. Misalnya melalui 
putusan Hakim Perdata dapat dirumuskan normatentang tindakan 
yang cermat (zorgvuldigheidsnormen)  yang selayaknya 
diharapkan dari seseorang dalam hubungan masyarakat. 
3. Hukum perdata memberikan kemungkinan untuk mengajukan 
gugatan ganti rugi atas pencemaran lingkungan terhadap pihak 
yang menyebabkan timbulnya pencemaran tersebut. 
 
Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) UUPPLH Tahun 2009 memberikan 
pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur 
pengadilan ataupun di luar pengadilan. Pilihan tersebut dilakukan sukarela 
oleh para pihak yang bersengketa. Jika para pihak sepakat menyelesaikan 




melalui mekanisme pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan tidak berhasil.
10
 
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan 
untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, 
tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan, tindakan tertentu 
untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan, serta 
tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan 
hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya dapat menggunakan 
jasa mediator atau arbiter.
11
 
Dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan, tuntutan 
yang tersedia sebagaimana tercantum dalam UUPPLH tahun 2009 yakni ganti 
kerugian, dan pemulihan lingkungan.
12
 Adapun hak gugat untuk 
menyelesaikan sengketa lingkungan melalui pengadilan diatur dalam Pasal 90. 
91, 92 UUPPLH tahun 2009 
Dalam hubungan dengan penyelesaian ganti kerugian, ketentuan yang 
digunakan dalam KUH.Perdata ialah Pasal 1243 KUH.Perdata, dan Pasal 1365 
KUH Perdata.  
Prinsip yang digunakan kedua pasal tersebut adalah “liability based on 
fault” dengan beban pembuktian yang memberatkan penderita/korban. 
Penderita baru akan mendapatkan ganti kerugian jika berhasil membuktikan 
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adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan tersebut adalah unsur 
yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya 
kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Dalam hal menuntut 
ganti kerugian berhubung dengan penderitaan akibat perusakan dan atau 
pencemaran, Pasal yang digunakan adalah Pasal 1365 KUH Perdata.
13
 
Dalam kaitan dengan pembuktian perlu dikemukakan Pasal 1865 KUH 
Perdata yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-
peristiwa mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-
peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna 
pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-
perisitiwa itu.  
UUPPLH tahun 2009 juga dipertegas kembali prinsip tanggung jawab 
mutlak (strict liability) yakni pada Pasal 88 yang berbunyi demikian “setiap 
orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatanya menggunakan B3, 
menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan 
ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas 
kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Dalam 
penjelasan Pasal 88, yang dimaskud dengan bertanggung jawab mutlak/strict 
liability  adalah unsur kesalahan tidak  perlu dibuktikan oleh pihak penggugat 
sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex 
specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. 
Besarnya ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau 
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perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas 
tertentu. 
Dasar pertimbangan yang terkandung di dalam fungsi utama 
dihadirkannya hukum pidana dalam kehidupan masyarakat yakni bahwa 
peraturan-peraturan dan norma-norma kehidupan baik yang berasal dari 
masyarakat (misalnya adat kebiasaan) maupun dari negara belum cukup 
menjamin atau belum cukup kuat untuk menciptakan keamanan, dan 
ketertiban yang langgeng dan merata, hal itu disebabkan peraturan dan norma 
kehidupan yang sudah ada tersebut masih saja dilanggar orang setiap waktu 
dan tempat dimana ada kesempatan sedangkan penindakannya seringkali tidak 
mempan, seperti ganti rugi dalam hukum perdata atau pemecatan dalam 
hukum administrasi. Karena itu diperlukan lagi suatu hukum yang khusus 




Dalam UUPPLH tahun 2009, bukan perseorangan saja yang dapat 
dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun juga badan usaha/korporasi 
juga dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana (corporate liability). Untuk 
badan usaha yang berbadan hukum, pengenaan tanggung jawab pidana kepada 
pemimpinnya yang memiliki kewenangan, mendorong, 
melakukan pembiaraan (acceptance)  jika terbukti dengan peran meraka 
sebagai pemimpim atau yang memerintahkan terjadinya tindak pidana.  
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Seseorang yang melakukan tindak pidana karena hubungan kerja maka 
penjatuhan sanksi pidana ditujukan kepada yang memberi perintah, atau 
pemimpin dalam melakukan tindak  pidana tersebut tanpa memperhatikan 
tindak pidana tersebut dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.
15
 Selain 
itu, UUPPLH tahun 2009 memberikan pemberatan ancaman pidana kepada 




Ketentuan hukum pidana dalam UUPPLH tahun 2009 tidak hanya 
mengatur perbuatan pidana pencemaran dan/atau perusakan atau delik 
materiil, namun juga mengatur tentang perbuatan pelepasan, pembuangan zat, 
energi dan/atau komponen lain yang berbahaya dan beracun, serta mengelola 
B3 tanpa ijin (specific crimes)  atau delik formil. Pembedaan delik ke 
dalam bentuk delik formil dan delik materiil tidak terlepas dari makna yang 
terkandung dari istilah “perbuatan” itu sendiri. Bahwa dalam istilah perbuatan 
mengandung dua hal yakni kelakuan atau tindakan dan akibat. Delik formil 
adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil 
adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.
17
 Adapun di UUPPLH tahun 
2009, yang termasuk delik formil diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 
111, dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 115. Sedangkan delik materiil diatur 
dalam Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 112 UUPPLH tahun 2009. Penegakan 
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hukum pidana di lingkungan hidup memperhatikan asas subsidiaritas, hal 
ini berarti bahwa penegakan hukum pidana semata-mata guna menunjang 
penegakan hukum administrasi dana/atau penegakan hukum perdata baik ynag 
diselesaikan di pengadilan ataupun di luar pengadilan. Penggunaan hukum 
pidana bersifat ultimatum remidium ataupun last resort  terhadap pencemaran 
atau perusakan lingkungan yang bersifat tingkat kesalahan pelaku relatif tidak 
berat, dan/atau akibat perbuatannya relatif tidak besar, dan/atau perbuatannya 
tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Namun untuk tingkat kesalahan 
pelaku relatif berat dan/atau perbuatannya relatif besar, dan/atau perbuatannya 
menimbulkan keresahan masyarakat, maka peran hukum pidana bukan lagi 
ultimatum remidium namun sudah primum remedium.
18
 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan 
Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Pantai Rembang”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan paparan latar belakang seperti tersebut di atas, maka 
pokok permasalahan yang akan diteliti dalam proposal skripsi ini adalah: 
1. Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di 
wilayah pesisir pantai Rembang? 
2. Apa faktor penghambat dan solusinya dalam penegakan hukum 
lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir pantai Rembang? 
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C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang 
penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di daerah pesisir 
pantai Rembang. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan: 
1 Untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran 
laut di wilayah pesisir pantai Rembang. 
2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan solusinya 
dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah 
pesisir pantai Rembang. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 
hukum secara umum dan hukum lingkungan yang mengatur tentang 
pencemaran air laut secara khusus. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi Pemerintah Kabupaten Rembang 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 
koreksi mengenai dampak pencemaran yang terjadi di wilayah pesisir 
pantai Rembang serta bagaimana tentang cara menanggulanginya agar 
tidak memperburuk kualitas air laut bagi kehidupan biota laut serta 






b. Bagi Akademis 
Penulisan ini diharapkan kontribusi yang sangat berguna sebagai 
sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan dan 
pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengetahui serta menganalisis 
pelaksanaan penyelesaiaan sengketa lingkungan hidup khususnya di 
wilayah pesisir pantai Rembang.  
c. Bagi Masyarakat 
Sebagai sumber referensi bagi masyarakat untuk mengetahui dampak 
pencemaran lingkungan dan proses pelaksanaan penyelesaiaan 
lingkungan hidup yang sesungguhnya. 
E. Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-
masing bab terdapat keterkaitannya. Masing – masing bab diuraikan ke dalam 
sub – sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini : 
BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 
permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari 
kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap 
pokok permasalahan, yang terdiri dari sub – sub bab yakni tentang tinjauan 
tentang pesisir, penegakan hukum dan pencemaran laut. 
BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 




penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode 
analisis data. 
BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 
merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi penegakan hukum lingkungan 
terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir pantai Rembang dan faktor-faktor 
yang menjadi penghambat dan solusinya dalam penegakan hukum lingkungan 
terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir pantai Rembang. 
BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari 
hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan 
kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat 
bagi pihak – pihak yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan terhadap 
pencemaran laut di wilayah pesisir pantai Rembang. 
 
